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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM KONFLIK 

BERSENJATA DI AFGHANISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1949 

 

Oleh 

LISA NOVRI ANGGINA 

Penduduk sipil khususnya anak-anak yang berada di dalam wilayah konflik 

bersenjata sudah seharusnya mendapatkan perlindungan. Namun dalam konflik 

bersenjata di Afghanistan menimbulkan banyak anak-anak yang menjadi korban 

baik korban luka maupun korban jiwa dengan jumlah hampir 30.000 anak sejak 

tahun 2001 hingga 2021. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ruang lingkup dan rumusan masalah 

dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimanakah perlindungan anak 

sebagai korban dalam Konvensi Jenewa 1949 dan penerapannya pada konflik 

bersenjata di Afghanistan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

yuridis normatif (juridicial normative legal research). 

Perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter 

Internasional diatur pada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengenai Perlindungan 

Penduduk Sipil di Waktu perang, serta Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengenai 

perlindungan anak dalam konflik bersenjata internasional, dan Protokol Tambahan 

II Tahun 1977 mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata non-

internasional. 

Ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan 

Protokol Tambahan I & II Tahun 1977 yang mengatur mengenai perlindungan 

penduduk sipil yang khususnya adalah perlindungan anak sebagai korban, 

seharusnya dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik 

bersenjata di Afghanistan. Namun pada penerapannya, ketentuan dan aturan-aturan 

tersebut belum diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik 

bersenjata. Pelanggaran tersebut berupa tidak diperolehnya hak-hak yang sudah 

seharusnya didapatkan anak-anak. Namun di samping itu perlindungan telah 

diberikan oleh organisasi-organisasi internasional dalam konflik tersebut. 

 

Kata Kunci: Konflik Bersenjata Afghanistan, Konvensi Jenewa 1949, 

Perlindungan Anak. 
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ABSTRACT 

  

PROTECTION OF CHILDREN AS VICTIMS IN ARMED CONFLICT IN 

AFGHANISTAN UNDER THE 1949 GENEVA CONVENTIONS 

 

By  

LISA NOVRI ANGGINA 

 

Civilians, especially children, who are in areas of armed conflict, should be 

protected. But the armed conflict in Afghanistan has left many children both injured 

and dead, with nearly 30,000 children from 2001 to 2021. 

 

Based on the above background, the scope and formulation of the problems in this 

study focuses on how child protection as a victim in the 1949 Geneva Conventions 

and its application to the armed conflict in Afghanistan. The method used by the 

authors in this study is juridical normative (juridicial normative legal research). 

 

The protection of children in armed conflict under International Humanitarian Law 

is governed by the Geneva Convention IV of 1949 concerning the Protection of the 

Civilian Population in Times of War, as well as The Additional Protocol I of 1977 

on the protection of children in international armed conflicts, and the Additional 

Protocol II of 1977 concerning the protection of children in non-international 

armed conflicts. 

 

The provisions set out in the Geneva Convention IV of 1949 and the Additional 

Protocols I & II of 1977 concerning the protection of the civilian population, in 

particular the protection of children as victims, should be respected and 

implemented by the parties involved in the armed conflict in Afghanistan. However, 

in its application, these provisions and rules have not been implemented by the 

parties involved in armed conflict. The violation is in the form of not obtaining the 

rights that children should have obtained. But in addition protection has been 

provided by international organizations in the conflict. 

 

 

 

 

 

Keywords: Afghan Armed Conflict, Child Protection, Geneva Conventions 1949. 
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MOTTO 

 

 

“When you focus on problems, you will have more problems, when you focus on 

possibilities, you will have more opportunities.”   

– Anonymous 

 

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 

Pelindung.”  

– Q.S Ali Imran: 173  

 

“Hanya ada satu Albert Einstein di dunia, dan hanya ada satu orang sepertimu. 

Maka jadilah versi terbaik untuk dirimu sendiri.” 

 – Lisa Novri Anggina 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Situasi suatu negara tidak selalu berjalan dengan aman dan damai. Hal ini 

dikarenakan berbagai permasalahan yang dapat muncul dari dalam negeri maupun 

luar negeri, seperti munculnya konflik bersenjata. Dengan adanya permasalahan-

permasalahan tersebut menyebabkan hubungan internasional menjadi berjalan 

dengan kurang baik. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan 

berbagai upaya oleh negara-negara di seluruh dunia. Upaya untuk menciptakan 

perdamaian dunia sering kali dilaksanakan oleh berbagai pihak. Tetapi segala upaya 

yang telah dilaksanakan, konflik bersenjata tetap akan terus terjadi. Hal ini 

dikarenakan konflik bersenjata merupakan bentuk dari kebudayaan suatu peradaban 

manusia. Pemakaian senjata menjadi alternatif yang dipilih oleh berbagai pihak 

untuk mengatasi konflik atau perbedaan pendapat yang timbul dari adanya 

hubungan yang tercipta antar negara.1 Adanya konflik bersenjata memunculkan 

permasalahan kemanusiaan yang menimbulkan adanya pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM). 

Kondisi ini menyebabkan dalam Hukum Internasional terdapat hukum yang dibuat 

khusus berkaitan isu kemanusiaan, yaitu Hukum Humaniter Internasional (HHI). 

Hukum Humaniter Internasional merupakan kumpulan ketentuan-ketentuan yang 

dibuat untuk tujuan membatasi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh adanya konflik 

bersenjata dan untuk membatasi sarana serta metode dalam suatu sengketa 

                                                           
1 Denny Ramdhani, dkk. Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional 

Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 255. 
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bersenjata yang dapat digunakan. Hukum ini juga melindungi pihak-pihak terkait 

baik individu atau kelompok yang tidak terlibat yaitu penduduk sipil ataupun pihak 

yang tidak lagi terlibat suatu konflik bersenjata. 

Menurut ICRC (International Committee of the Red Cross) atau Komite 

Internasional Palang Merah, Hukum Humaniter Internasional yang berlaku dalam 

konflik bersenjata adalah ketentuan-ketentuan yang ada pada perjanjian dan 

kebiasaan internasional, secara eksklusif memiliki tujuan menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak adanya konflik 

bersenjata, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. 

Berlandaskan alasan kemanusiaan, ketentuan-ketentuan yang telah dibentuk 

tersebut berfungsi untuk membatasi hak-hak dari pihak yang terlibat konflik dalam 

hal penentuan metode serta sarana berperang dan juga untuk melindungi orang-

orang serta benda-benda yang terdampak atau memiliki kemungkinan terdampak 

konflik bersenjata tersebut.2  

Permasalahan konflik bersenjata termasuk kedalam isu kontemporer bagi studi 

kasus Hukum Internasional (HI) terutama jika menimbulkan banyak korban 

manusia yang disebabkan oleh pertikaian tersebut. Perkara korban jiwa yang 

muncul akibat konflik bersenjata yang mencakup korban dari warga sipil dan juga 

pihak dari militer. Sepanjang waktu dalam konflik bersenjata, timbulnya korban 

dari pihak militer adalah sebagai konsekuensi logis dari kejadian tersebut. 

Mengenai timbulnya korban sipil adalah hal yang tidak seharusnya terjadi. Menurut 

sudut pandang normatif, penduduk sipil yang tidak memegang senjata dan tidak 

terbukti melibatkan diri dalam konflik, semestinya menjadi pihak yang bebas dan 

dilindungi keselamatannya. Permasalahan ini dapat menjadi memilukan adalah 

ketika pihak yang terlibat konflik mengabaikan hak-hak dan keselamatan warga 

sipil untuk digunakan sebagai tujuan strategis dan politis.3 

                                                           
2 ICRC (International Committee of the Red Cross) dalam 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf (Diakses pada 13 Juni 

2021). 
3 Ambarwati, Denny Ramdhani, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi 

Hubungan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 12. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/indo-irrc_857_henckaerts.pdf
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Keberadaan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang merupakan unsur dari 

Hukum Internasional dapat dipakai bagi tiap-tiap negara, termasuk oleh negara 

damai atau disebut sebagai negara netral. Hukum Humaniter Internasional dibuat 

untuk mengurangi penderitaan yang dialami penduduk sipil sebagai akibat dari 

suatu konflik bersenjata yang berlangsung di setiap negara. Prinsip utama dalam 

Hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip distinction principle (prinsip 

pembedaan). 

Konflik bersenjata atau didalam Bahasa Inggris disebut dengan armed conflict 

adalah suatu peristiwa yang cukup sering terjadi dalam dunia internasional. Selama 

kurun waktu 70 tahun ini muncul Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang mengatur 

mengenai bagaimana memperlakukan pihak-pihak terkait dalam keadaan berperang 

atau sedang terjadi konflik bersenjata. Hadirnya Konvensi Jenewa 1949 membantu 

dalam hal memberikan perlindungan terhadap kepentingan bagi pihak-pihak yang 

ikut serta didalam konflik bersenjata. Konvensi Jenewa 1949 juga mengatur 

mengenai pihak-pihak serta golongan dalam suatu konflik bersenjata, yaitu pihak 

kombatan (combatants) adalah mereka yang merupakan angkatan bersenjata 

(armed forces) dan mereka yang termasuk angkatan bersenjata yaitu merupakan 

pihak militer yang berhak ikut serta secara langsung dalam suatu konflik bersenjata, 

sedangkan non-kombatan (non-combatants) adalah pihak yang tidak boleh diserang 

dalam sebuah konflik bersenjata, seperti tim medis, logistik, wartawan, maupun 

penduduk sipil.4 

Perlindungan korban dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Jenewa 

IV Tahun 1949 yaitu warga sipil memiliki hak mendapat perlindungan dan 

perlakuan secara manusiawi, namun pada faktanya aturan yang telah ditetapkan 

pada konvensi ini sering diabaikan. Sehingga dampak dari konflik tersebut 

menimbulkan kerugian bagi penduduk sipil, seperti halnya pemukiman penduduk 

yang hancur, rusaknya infrastruktur sipil, sulitnya dalam pemenuhan kebutuhan 

hidup, hingga menimbulkan korban jiwa. 

Perlindungan terhadap penduduk sipil dalam hal ini yaitu bagi mereka non-

kombatan yang berada di dalam wilayah konflik bersenjata. Salah satu penduduk 

                                                           
4 Konvensi Jenewa 1949. 
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sipil yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak-anak. Menurut UNICEF 

(United Nations International Children’s Emergency Fund) adalah suatu lembaga 

khusus yang dibentuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memberikan 

perlindungan hak-hak anak menyebutkan bahwa anak-anak menjadi sasaran pada 

invasi yang dilakukan di rumah, di sekolah, maupun taman bermain.  

Pada tahun 2011, menurut data resmi yang dikeluarkan PBB, konflik bersenjata di 

Suriah mengakibatkan sebanyak lebih dari 10.000 anak tewas.5 Lalu hal yang sama 

juga terjadi dalam konflik bersenjata antara Israel dan Libanon yang mengakibatkan 

banyak anak menjadi korban. Kemudian perang gurun antara Irak dan Kuwait, 

konflik bersenjata non-internasional di Nigeria oleh kelompok teroris Boko Haram, 

serta perang antara Amerika serikat dan Vietnam. Sehingga menyebabkan hak-hak 

dari anak-anak tersebut menjadi terancam akibat wilayah mereka menjadi wilayah 

konflik bersenjata. 

Hal ini juga terjadi pada konflik bersenjata yang muncul di Afghanistan. Konflik 

yang terjadi di Afghanistan telah berlangsung selama dua dekade, yaitu sejak tahun 

2001-2020 antara Amerika Serikat dan Taliban. Serangan yang dilancarkan 

Amerika Serikat ke Afghanistan untuk menggulingkan pemerintahan yang dikuasai 

oleh Taliban mengakibatkan keadaan menjadi lebih buruk. Banyak masyarakat sipil 

non-kombatan termasuk anak-anak ikut menjadi korban dalam konflik bersenjata 

tersebut. Penduduk Afghanistan selama bertahun-tahun mengalami penderitaan 

akibat konflik tersebut. Bentuk penderitaan yang dialami penduduk sipil antara lain, 

rusaknya infrastruktur sipil, kurangnya sarana kesehatan, serta persediaan makanan 

yang ekstrem. 

Kemudian satu per satu pasukan tentara Amerika Serikat ditarik dari Afghanistan 

setelah adanya perjanjian damai yang telah disepakati oleh Amerika Serikat dan 

Taliban. Konflik antara Pemerintah Afghanistan dan Taliban pun kembali terjadi di 

tahun 2021. Afghanistan berusaha menduduki Kota Kabul yang diketahui sebagai 

Ibu Kota Afghanistan. Anak-anak yang semestinya mendapat perlindungan dalam 

                                                           
5 Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau Dari Hukum Internasional, 

medianeliti.com, 2016, https://media.neliti.com/media/publications/14984-ID-pelanggaran-ham-

berat-pada-konflik-bersenjata-di-suriah-ditinjau-dari-hukum-inte.pdf (Diakses pada 13 Juni 2021). 
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konflik bersenjata di Afghanistan pun turut serta menjadi sasaran serangan dalam 

konflik baik di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Bentuk kekerasan 

terhadap anak tersebut antara lain, anak-anak dibunuh, korban penembakan maupun 

serangan bom, anak-anak tersebut disiksa, dan anak-anak yang berumur dibawah 

15 tahun dipaksa untuk dijadikan sebagai anggota angkatan bersenjata. Sebanyak 

satu juta anak di Afghanistan kritis akibat kekurangan gizi atau malnutrisi dan 

terancam meninggal.6 

Tabel 1. 

Jumlah Korban Anak Dalam Konflik Bersenjata di Afghanistan 

No. Tahun Jumlah Korban Keterangan Sumber Data 

1. 2005-2019 26.025 Meninggal dan Luka-Luka Data PBB 

2. 2020 2.451 Meninggal dan Luka-luka UNAMA 

3. Awal 2021 460 Meninggal UNICEF 

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55019239 (Diakses pada 13 Juni 

2021), https://unama.unmissions.org/ (Diakses pada 19 Juni 2021), dan 

https://www.republika.co.id/berita/r26zjn380/unicef-paruh-pertama-2021-460-

anak-afghanistan-tewas (Diakses pada 20 November 2021). 

Konflik ini bermula setelah terbentuknya kelompok militan Taliban pada tahun 

1990 yang kemudian memberontak untuk menguasai pemerintahan Afghanistan 

dan ingin menciptakan Afghanistan menjadi negara Islam. Berikut dijabarkan 

kronologi konflik bersenjata di Afghanistan. 

Tabel 2. 

Kronologi Kasus Konflik Bersenjata di Afghanistan 

Tahun Kronologi 

1990 Terbentuknya kelompok Militan Taliban. 

1996 Taliban melakukan pemberontakan dan berhasil berkuasa di 

Afghanistan. 

                                                           
6 Help! 1 Juta Anak di Afghanistan Kritis, Terancam Meninggal, cnbcindonesia.com, 2021, 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20211113115215-4-291257/help-1-juta-anak-di-

afghanistan-kritis-terancam-meninggal (Diakses pada 20 November 2021). 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55019239
https://unama.unmissions.org/
https://www.republika.co.id/berita/r26zjn380/unicef-paruh-pertama-2021-460-anak-afghanistan-tewas
https://www.republika.co.id/berita/r26zjn380/unicef-paruh-pertama-2021-460-anak-afghanistan-tewas
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211113115215-4-291257/help-1-juta-anak-di-afghanistan-kritis-terancam-meninggal
https://www.cnbcindonesia.com/news/20211113115215-4-291257/help-1-juta-anak-di-afghanistan-kritis-terancam-meninggal
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2001 Serangan Teror tanggal 11 September 2001 yang berlangsung 

di New York yang menyebabkan 3.000 penduduk sipil 

Amerika Serikat tewas. Diketahui otak serangan teror ini 

adalah Osama bin Laden yang merupakan pimpinan kelompok 

terorisme Al-Qaeda. 

2001 Amerika Serikat berhasil menggulingkan pemerintahan 

Taliban yang berkuasa di Afghanistan setelah adanya invasi 

Amerika Serikat ke Afghanistan akibat dari Taliban tidak 

bersedia menyerahkan Osama bin Laden dan melindungi 

aktivitas kelompok terorisme Al-Qaeda. 

2001-2020 Konflik Bersenjata antara Amerika Serikat dan Afghanistan 

berlangsung selama dua dekade yang menimbulkan banyak 

penduduk sipil khususnya anak-anak menjadi korban. 

2020 Kesepakatan damai tercipta antara Afghanistan dan Taliban, 

sehingga Amerika Serikat sepakat untuk menarik keseluruhan 

pasukannya untuk meninggalkan Afghanistan. 

2021 Pada Agustus 2021 Amerika Serikat sudah menarik 

keseluruhan pasukan tentaranya dari Afghanistan. 

2021 Pada September setelah Amerika Serikat meninggalkan 

Afghanistan, konflik antara pemerintah Afghanistan dan 

Taliban terjadi sebagai akibat dari keinginan Taliban untuk 

menguasai kembali Afghanistan. 

Sumber: https://www.merdeka.com/dunia/begini-awal-mula-terjadinya-perang-

afghanistan.html dan https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57760566 

Sebuah konflik bersenjata bukan merupakan zona yang aman bagi anak-anak 

lantaran disaat berlangsungnya konflik, anak-anak yang tidak terlibat langsung 

konflik tersebut acapkali menjadi korban. Akibat yang ditimbulkan dari konflik 

bersenjata adalah tidak didapatkannya hak-hak yang sudah sepatutnya diperoleh 

oleh anak-anak tersebut, antara lain hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan 

kesehatan serta pendidikan yang layak, hak untuk bersama keluarga dan 

masyarakat, dan hak untuk diurus dan mendapat perlindungan. 

https://www.merdeka.com/dunia/begini-awal-mula-terjadinya-perang-afghanistan.html
https://www.merdeka.com/dunia/begini-awal-mula-terjadinya-perang-afghanistan.html


7 
 

 
 

Hakikatnya anak adalah generasi penerus bangsa serta penerus pembangunan 

nasional. Sehingga perlindungan terhadap anak yaitu suatu upaya yang harus 

dilaksanakan agar melahirkan situasi supaya setiap anak memperoleh hak-haknya 

dan dapat melaksanakan kewajibannya untuk pertumbuhan dan perkembangan 

anak secara seimbang baik mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak adalah 

sebuah pelaksanaan dari keadilan yang ada didalam masyarakat. Guna mewujudkan 

hal tersebut, perlindungan anak harus diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan anak membawa akibat hukum baik 

dalam kaitannya dengan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. Sehingga 

hukum diperlukan agar menjadi jaminan bagi perlindungan anak.  

Penduduk sipil khususnya anak-anak seharusnya tidak boleh diserang sesuai 

dengan yang diatur dalam prinsip pembedaan (distinction principle). Namun dalam 

konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan baik antara Amerika Serikat dan 

Taliban serta Pemerintah Afghanistan dengan Taliban mengakibatkan anak-anak 

ikut menjadi korban hingga menimbulkan korban jiwa dengan jumlah yang tidak 

sedikit. Maka dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan 

dalam konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan. 

Berdasarkan inti permasalahan di atas, maka penulis kemudian memiliki 

ketertarikan lebih lanjut untuk mengkaji dan merumuskannya ke dalam sebuah 

judul skripsi “PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM 

KONFLIK BERSENJATA DI AFGHANISTAN MENURUT KONVENSI 

JENEWA 1949”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata 

menurut Konvensi Jenewa 1949? 

2. Bagaimanakah penerapan Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan 

anak sebagai korban dalam konflik bersenjata di Afghanistan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penulisan penelitian ini 

mempunyai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perlindungan anak sebagai korban dalam konflik 

bersenjata menurut Konvensi Jenewa 1949. 

b. Untuk menganalisis penerapan Konvensi Jenewa 1949 mengenai 

perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata di Afghanistan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini terdiri dari dua aspek, antara lain sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca berupa bentuk 

kontribusi ilmu hukum khususnya dalam lingkup internasional tentang sebuah 

interpretasi dari ketentuan yang ada di dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai 

perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata, serta penerapan 

Konvensi Jenewa 1949 terkait perlindungan anak sebagai korban dalam konflik 

bersenjata di Afghanistan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik maupun dari 

organisasi-organisasi internasional secara teoritis. Oleh karena itu, kegunaan 

teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai sebuah referensi yang memaparkan 

interpretasi ketentuan-ketentuan yang ada didalam Konvensi Jenewa 1949 dan 

penerapannya dalam konflik bersenjata di Afghanistan mengenai perlindungan 

hukum terhadap anak sebagai korban. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam hal mengetahui dan 

memahami secara menyeluruh ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan anak 

sebagai korban dalam konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa 1949, serta 

penerapan Konvensi Jenewa 1949 terkait perlindungan anak sebagai korban dalam 

konflik bersenjata di Afghanistan. Sehingga dengan kata lain, kegunaan praktis 

dalam penelitian ini adalah sebagai literature untuk para akademisi maupun praktisi 

yang akan melakukan penelitian dan riset terhadap permasalahan yang sejenis 
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dalam bentuk literasi dan teori komprehensif. Sehingga diharapkan mampu menjadi 

rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan atau sejenis menjadi sumber 

sekunder. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian pada skripsi ini mengkaji mengenai ketentuan-ketentuan dalam 

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977 mengenai 

perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata, serta penerapan 

Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan Tahun 1977 terkait 

perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata di Afghanistan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini adalah gambaran umum dari penelitian yaitu mencakup latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori dan data-data yang terdiri atas 

penafsiran dan penjelasan mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan 

sebagai bahasan pokok dalam skripsi. Bab ini juga memiliki peran untuk 

mempermudah pembaca mengerti hasil penelitian dan analisis data skripsi yang 

terdapat didalam Bab IV. Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mencakup beberapa 

sub-bab antara lain, Tinjauan Umum tentang Anak, Tinjauan Umum tentang 

Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional, 

serta Tinjauan Umum tentang Konflik Bersenjata di Afghanistan.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini, bab ini mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan masalah, 

sumber data, metode pengumpulan data, dan pengolahan data, serta analisis data. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjabaran dari permasalahan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan 

mengenai perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata di 

Afghanistan menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 dan penerapan Konvensi 

Jenewa 1949 mengenai perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata 

di Afghanistan. 

BAB V PENUTUP 

Bab V adalah bagian akhir dalam skripsi ini, maka penulisan akan diakhiri dengan 

kesimpulan dari hasil penelitian kemudian selanjutnya terdapat saran yang 

diberikan penulis mengenai permasalahan yang ada.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak  

Anak secara umum yaitu seseorang yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari 

proses perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dilahirkannya seorang anak 

tidak diharuskan melalui sebuah pernikahan, namun anak dapat dilahirkan di luar 

dari pernikahan. Anak adalah asal mula dari terbentuknya sebuah generasi baru dan 

merupakan penerus bangsa, serta merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi 

pembangunan nasional suatu negara. Anak merupakan aset bagi setiap negara dan 

masa depan negara berada di tangan seorang anak. Semakin terjamin suatu hak anak 

maka semakin baik pula kehidupan suatu negara pada masa yang akan datang. 

Pengertian anak menurut sosiologis berarti anak adalah makhluk hidup ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa yang selalu berkorelasi didalam lingkungan, bangsa, dan 

negara. Sehingga hal ini anak memiliki posisi yaitu sebuah kelompok sosial dan 

juga status sosial di dalam lingkup masyarakat. Jadi aspek sosial ini tertuju kepada 

perlindungan alami anak itu sendiri.7 

Secara yuridis, anak adalah subjek dan juga objek utama bagi sebuah proses 

generalisasi, legitimasi, dan sistematika aturan yang mengatur mengenai anak.8 Jadi 

                                                           
7 Maulana Hasan Wadang, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Gramedia 

Widiasarana 2000), hlm. 1. 
8 Rini Fitriani, “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” Jurnal Hukum : Samudra 

Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–258. 
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anak memiliki kedudukan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-

permasalahan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki seorang anak. 

Berdasarkan The United Nations Convention on The Rights of Child (UNCRC) 

tahun 1989 yang merupakan Konvensi Hak Anak mengemukakan pengertian anak 

adalah “For the purposes of the present Convention, a child means every human 

being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, 

majority is attained earlier.”9 (Anak merupakan setiap orang yang berumur di 

bawah 18 tahun, dengan pengecualian ditentukan lain oleh hukum suatu negara, 

mayoritas dicapai sebelumnya). 

Dr. Dzakiah Daradjat menyatakan anak merupakan individu yang berumur 0-20 

tahun. Dijelaskan dalam hal ini perkembangan anak dapat dibedakan menjadi dua 

tahap, antara lain pada usia 0-13 tahun disebut kanak-kanak dan pada saat berusia 

14-20 tahun disebut remaja.10  

Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 

tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian tentang anak. Ketentuan yang 

mengatur mengenai konflik bersenjata ini hanya mengatur tentang persoalan 

perlindungan hukum terhadap anak. 

Batas usia yang dapat dikategorikan sebagai anak menurut Hukum Humaniter 

Internasional terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (3) Protokol Tambahan II 1977 yaitu 

18 tahun. Sehingga anak-anak yang belum berumur 18 tahun dilarang secara mutlak 

untuk terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam konflik bersenjata. Maka dari 

itu anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun membutuhkan adanya suatu 

perlindungan hukum. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas penulis dapat memberikan kesimpulan, 

bahwa anak dalam Hukum Humaniter Internasional adalah setiap orang yang 

memiliki usia dibawah 18 tahun termasuk ketika anak masih berada didalam 

kandungan secara mutlak dilarang terlibat atau ikut serta didalam konflik bersenjata 

baik secara langsung maupun tidak langsung. 

                                                           
9 Article 1 The United Nations Convention on The Rights of Child 
10 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2000), hlm. 2. 
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2. Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata 

Anak sebagai korban dalam konflik bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai anak-

anak yang mengalami kekerasan fisik, seksual, maupun psikologis. Sehingga anak 

yang dikategorikan sebagai korban mengalami penderitaan-penderitaan yang 

beragam bentuknya antara lain, tewas akibat serangan bom ataupun dibunuh, 

kehilangan orang tua maupun anggota keluarga lainnya, kehilangan tempat tinggal, 

kehilangan hak-hak mereka sebagai anak, baik hak atas pendidikan, kesehatan, dan 

hak lainnya, serta menderita luka dan trauma batin yang mendalam.11 

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap anak dalam konflik bersenjata dibagi menjadi 

dua, yaitu pelanggaran terhadap ICCPR (International Covenant on Civil and 

Political Rights) dan terhadap ICESCR (International Covenant on Economic, 

Social, and Cultural Rights). Bentuk pelanggaran dilakukan kepada anak terhadap 

ICCPR antara lain berupa penyiksaan ataupun perbudakan; adanya kerja paksa 

terhadap anak; adanya tindakan kekesaran yang menyebabkan luka ataupun anak 

kehilangan nyawanya (dibunuh); dirampas kebebasannya dan ditangkap atau 

ditahan secara sewenang-wenang; tidak adanya kebebasan berpendapat dan 

memeluk keyakinan suatu agama; tidak dapat menerima atau memberikan 

informasi terhadap anggota keluarga lain; serta adanya pembatasan terhadap anak 

untuk berkumpul atau bertemu dengan anggota keluarga lainnya. Pelanggaran 

terhadap ICESCR antara lain, anak-anak tidak mendapatkan hak-haknya dalam 

bidang pendidikan yaitu saat terjadi konflik anak-anak tidak dapat bersekolah, 

bidang kesehatan anak-anak tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, 

bidang ekonomi anak-anak tidak mendapatkan kebutuhan pangan yang tercukupi, 

serta tidak mendapatkan standar hidup yang memadai termasuk didalamnya 

perumahan ataupun tempat bermain.12 

                                                           
11 Jenal Hidayat,  Irawati. "The State Responsibility to Children Protection Who Become War 

Victims of Armed Conflict" Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi 

Korban Perang Akibat Konflik Bersenjata. Prosiding Ilmu Hukum: Vol. 3 No. 1 (2017): 245–252. 
12 International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, 

Social, and Cultural Rights. 
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3. Hak-Hak Anak 

Hak adalah sesuatu yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan 

harus didapatkan oleh manusia. Setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang 

melekat pada dirinya, hak-hak dasar tersebut disebut sebagai Hak Asasi Manusia 

(HAM). Hal ini pula termasuk dalam hak anak. Hak anak merupakan bagian dari 

hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, serta dipenuhi oleh orang tua, 

keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara. 

Berdasarkan The United Nations Convention on The Rights of Child (UNCRC) 

tahun 1989 yang merupakan Konvensi Hak Anak menyatakan terdapat hak-hak 

yang harus diperoleh anak antara lain sebagai berikut:13 

a. Hak untuk hidup, yaitu anak bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. 

(Pasal 6) 

b. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. (Pasal 28) 

c. Hak untuk mendapatkan identitas, yaitu dicatatkan kelahirannya dengan 

resmi dan mendapatkan kewarganegaraan, serta dapat mengenal orang 

tuanya. (Pasal 7) 

d. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu setiap anak memiliki hak untuk 

mendapat perlindungan dari aksi penculikan, kekerasan, diambil secara 

tidak sah, ataupun menjadi tahanan di negara asing. (Pasal 11) 

e. Hak untuk mengemukakan pendapat dan dipertimbangkan pendapatnya. 

(Pasal 12) 

f. Hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. (Pasal 14) 

g. Hak untuk mendapat bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu (miskin). 

(Pasal 26) 

h. Hak untuk bermain. (Pasal 31) 

i. Hak untuk memperoleh kesehatan yang layak. (Pasal 24) 

j. Hak atas suatu privasi. (Pasal 16) 

k. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, pengabaian, serta 

penganiayaan. (Pasal 19) 

                                                           
13 The United Nations Convention on The Rights of Child 
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l. Hak untuk mendapat perlindungan dan tidak adanya kewajiban untuk 

bergabung dengan pasukan bersenjata atau terlibat langsung dalam suatu 

konflik bersenjata (Pasal 38) 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan didalam bahasa asing yaitu protection dan pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) berarti (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal sebagainya 

yang memperlindungi. Berdasarkan pengertian tersebut maka perlindungan berarti 

menggambarkan perbuatan (hal) yang melindungi. Perlindungan dalam hal ini yaitu 

memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang lemah. Perlindungan hukum 

diberikan untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap lemah. 

Perlindungan hukum menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut: 

a. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah 

sebuah tindakan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan memberikan 

kekuasaan kepada suatu pihak untuk segera bertindak dalam rangka memenuhi 

kepentingannya.14 

b. Philipus M. Hadjon mengatakan perlindungan hukum adalah perlindungan 

mengenai harkat dan martabat manusia serta pengakuan mengenai hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai subjek hukum berlandaskan 

ketentuan hukum atau sekumpulan aturan yang dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya yang dapat membahayakan.15 

c. CST Kansil memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum 

merupakan sebuah usaha yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum 

dengan tujuan memberikan rasa aman baik jasmani dan rohani dari gangguan serta 

ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. 

                                                           
14 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121. 
15  Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25. 
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa 

perlindungan hukum merupakan suatu kondisi yang wajib dilasanakan oleh pihak 

yang memiliki wewenang dengan tujuan melindungi subjek-subjek hukum 

berdasarkan ketentuan tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku. Pada 

prinsipnya setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada warga negaranya dimanapun warga negaranya berada dan dalam 

kondisi terdesak sekalipun. Perlindungan hukum adalah sebuah cara dalam hukum 

untuk melindungi Hak Asasi Manusia serta hak dan kewajiban yang timbul akibat 

hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. 

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 

Berdasarkan pandangan hukum perlindungan hukum terbagi menjadi dua antara 

lain yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bahwa subjek hukum diberi peluang 

untuk mengajukan keberatan sebelum adanya putusan pemerintah yang bersifat 

final. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menghindari terjadinya suatu konflik 

yang muncul akibat adanya suatu perselisihan, pelanggaran, maupun perbedaan 

kepentingan antara kedua belah pihak. 

b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang 

dilakukan untuk menyelesaikan suatu konflik akibat adanya suatu pelanggaran, 

suatu perselisihan, pelanggaran, maupun perbedaan kepentingan antara kedua belah 

pihak. Perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan akhir dan dapat 

berupa jatuhnya sanksi. 

 

C. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional 

1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional 

Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law) dapat dikenal 

juga sebagai hukum perang (the law of war) serta hukum konflik bersenjata (the 

law of armed conflict) merupakan cabang dari Hukum Internasional Publik yang 

berisi aturan mengenai konflik-konflik bersenjata, baik konflik yang bersifat 

internasional dan non-internasional. Hukum Humaniter Internasional (HHI) 

muncul akibat dari adanya isu kemanusiaan. Hukum Humaniter dimaksudkan untuk 
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meminimalisir penderitaan bagi pihak yang tidak atau sudah tidak lagi terlibat suatu 

peperangan dan membuat suatu peperangan lebih manusiawi melalui cara 

membatasi sarana serta cara dan metode berperang yang digunakan.16 

Terdapat beberapa pengertian dari para ahli mengenai Hukum Humaniter 

Internsional antara lain:17 

a. Mochtar Kusumaatmadja 

Mennyatakan bahwa Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum yang 

mengatur mengenai aturan terhadap perlindungan bagi korban akibat perang, 

berbeda halnya dengan hukum perang yang mengatur mengenai perang itu sendiri 

dan apa saja yang berhubungan dengan cara melaksanakan perang itu sendiri. 

b. Jean Pictet 

Mengemukakan bahwa “International Humanitarian Law in the wide sense is 

constitutional legal provision whether written and customary, ensuring respect for 

individual and his well being.” (Hukum Humaniter Internasional secara luas 

merupakan sebuah aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang memberikan 

penghormatan kepada individu maupun kesejahteraannya). 

c. Geza Herczegh 

Menyatakan bahwa “Part of the rules of public international law which serve as the 

protection of individuals in time of armed conflict. Its place is beside the norm of 

warfare it is dosely related to them but must be clearly distinguish from these its 

purpose and spirit being different.” (Cabang dari ketentuan Hukum Internasional 

Publik yang memberikan perlindungan kepada individu pada waktu terjadinya 

konflik bersenjata. Sebagian dari aturan hukum perang dalam hubungannya dengan 

memberikan pertolongan kepada mereka yang terluka ataupun sakit). 

d. Esbjorn Rosenblad 

Merumuskan Hukum Humaniter Internasional dengan memberikan sebuah 

pembeda antara The Law of Conflict dan Law of Warfare. The Law of Conflict 

                                                           
16 Umar Suryadi Bakry, Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2. 
17 Ria Wierma Putri, Hukum Humaniter Internasional, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 

2011), hlm. 3-4. 
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berkaitan dengan permulaan dan berakhirnya sebuah konflik, pendudukan wilayah 

musuh, dan hubungan antara pihak yang berkonflik dan negara netral. Sementara 

itu Law of Warfare antara lain cakupannya metode dan sarana berperang, status 

kombatan, dan juga perlindungan terhadap pihak yang menderita atau kesakitan, 

tawanan perang, serta penduduk sipil. 

e. F. Sugeng Istanto 

Mengemukakan bahwa Hukum Humaniter Internasional yaitu semua ketentuan 

hukum yang termasuk kedalam bagian Hukum Internasional Publik yang mengatur 

perilaku manusia dalam konflik bersenjata yang bersumber pada pada isu 

kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia sebagai subjek hukum. 

f. Panitia Tetap Hukum Humaniter (PANTAP) 

Mengemukakan Hukum Humaniter sebagai kesatuan asas, kaidah, serta aturan 

internasional baik tertulis ataupun tidak tertulis yang terdiri dari hukum perang dan 

hak asasi manusia. Hukum Humaniter memiliki tujuan sebagai sebuah jaminan 

penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. 

 

Menurut International Committee of the Red Cross (ICRC), Hukum Humaniter 

Internasional adalah aturan dalam Hukum Internasional yang ada di dalam 

perjanjian internasional maupun kebiasaan internasional, yang bertujuan untuk 

menanggulangi semua permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan akibat 

dari pertikaian atau konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional. 

Adanya aturan tersebut atas dasar kemanusiaan, baik hak-hak bagi pihak yang 

terlibat dalam konflik untuk pemakaian senjata dan cara-cara berperang untuk 

memberikan perlindungan terhadap orang maupun harta benda dalam sebuah 

konflik bersenjata. 

 

Maka dengan demikian, penulis menyimpulkan Hukum Humaniter Internasional 

merupakan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum timbul dari adanya 

perjanjian-perjanjian internasional maupun kebiasaan-kebiasaan internasional yang 

mengatur mengenai perlindungan bagi setiap individu pada saat konflik bersenjata 

internasional ataupun non-internasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak serta tidak lagi terlibat suatu konflik 

bersenjata. 
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Hukum Humaniter Internasional berlaku jika dalam konflik ada penggunaan 

angkatan bersenjata (armed forces) dari salah satu pihak ke wilayah pihak lawan 

tanpa adanya pertimbangan antara lain, (1) Penolakan adanya "state war" oleh salah 

satu pihak; (2) Berapa lama konflik akan berlangsung; dan (3) Berapa jumlah 

korban yang terluka maupun meninggal. Tanpa ada pertimbangan berapa lama 

konflik akan berlangsung dan berapa jumlah korban yang terluka maupun 

meninggal tidak akan menghalangi perang atau konflik yang sedang terjadi. Namun 

hal ini mempengaruhi berlaku serta mengikatnya Hukum Humaniter Internasional 

tersebut. 

      2. Sejarah Perkembangan Perlindungan Anak dalam Hukum Humaniter 

Internasional 

Sejarah lahirnya perlindungan anak dalam Hukum Humaniter terbagi menjadi 3 

zaman antara lain sebagai berikut:18 

a. Zaman Kuno  

Pada zaman ini pada saat belum dimulainya perang, terlebih dahulu akan ada 

peringatan. Agar tidak terjadi luka berat maka ujung busur panah tidak mengarah 

ke hati. Jika dalam perang tersebut ada yang terbunuh maupun terluka akan segera 

dilakukan gencatan senjata selama 15 hari. Gencatan senjata ini dihormati oleh 

kedua belah pihak, kemudian para prajurit akan ditarik dari medan perang. 

Berlangsungnya masa gencatan senjata ini, para pemimpin militer memberikan 

perintah kepada pasukannya untuk menyelamatkan pihak lawan yang tertangkap, 

menyelamatkan penduduk sipil musuh, serta pihak-pihak yang terlibat perang 

meyepakati untuk memberikan perlakuan tawanan perang dengan baik. 

Peradaban yang dimulai dari abad 30 hingga abad 15 sebelum masehi upaya-upaya 

yang dilakukan menjadi berkembang. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Pictet 

yaitu, dalam bangsa Sumeria perang sudah menjadi hal yang terorganisir. Hal ini 

dapat dilihat dengan munculnya pernyataan perang, lalu melakukan arbitrase, serta 

perjanjian damai.  

 

                                                           
18 Wahyu Wagiman, Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Lembaga Studi dan 

Advokasi Masyarakat ELSAM, 2007), hlm. 2-4 
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b. Abad Pertengahan 

Pada abad pertengahan Hukum Humaniter mendapat pengaruh dari ajaran agama 

Kristen, Islam, serta prinsip ksatria. Pada agama Kristen adanya “konsep perang 

yang adil” (just war), dalam agama Islam tata cara berperang tercantum di dalam 

Al-Qur’an yaitu perang dilegalkan apabila dalam situasi yang sangat darurat 

(terpaksa), dalam hal ini seperti mempertahankan hak yang dilanggar musuh, selain 

dari musuh tidak boleh diperangi seperti anak-anak, perempuan, ahli agama, serta 

orang tua. Perkembangan prinsip ksatria pada masa kini yaitu pengumuman perang 

sebagai sesuatu yang penting dan juga aturan mengenai pemakaian senjata-senjata 

tertentu. 

c. Zaman Moderen 

Hukum Humaniter berkembang dengan pesat dimulai pada abad ke-19, yaitu dalam 

kondisi penggunaan senjata-senjata yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berperang sudah mulai moderen yang memiliki dampak lebih merusak, serta 

membiarkan prajurit yang terluka begitu saja di medan perang. Kepedulian 

persoalan anak muncul tahun 1920-an, setelah Perang Dunia I. Pihak yang paling 

banyak menderita pada saat itu adalah perempuan dan anak-anak. Tekanan yang 

diterima bukan saja berupa tekanan fisik, namun mempengaruhi kejiwaan yaitu 

berupa kekerasan seksual. 

Akibat perang dunia ini menimbulkan keprihatinan yang sangat serius khususnya 

bagi anak-anak yang menjadi korban perang. Salah satunya dikemukakan oleh 

Eglantyne Jebb yang merupakan seorang aktivis perempuan. Eglantyne pada tahun 

1923 kemudian mengemukakan hal-hal mengenai hak anak yang diadopsi sebagai 

Save The Children Fund International Union, antara lain sebagai berikut:19 

1. Anak diharuskan mendapatkan perlindungan di luar pertimbangan ras, 

kepercayaan, dan kebangsaan; 

2. Anak harus dirawat dengan tetap menghargai kesatuan keluarga; 

3. Anak harus diberikan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk 

perkembangan secara normal secara normal, baik moral, spiritual, dan 

material; 

                                                           
19 Nursariani Simatupang dan Faisal, Hukum Perlindungan Anak, (Medan: CV. Pustaka Prima, 

2018), hlm. 18-19. 
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4. Anak yang kelaparan diwajibkan untuk diberi makan, anak yang sakit 

harus dirawat, anak yang cacat mental ataupun terdapat cacat pada tubuh 

harus dididik, anak yatim piatu maupun anak terlantar harus diasuh; 

5. Anak menjadi yang pertama diwajibkan mendapatkan bantuan atau 

pertolongan apabila terjadi musibah; 

6. Anak harus menikmati dan mendapatkan manfaat secara utuh dari 

program jaminan dan kesejahteraan sosial, mendapat pelatihan supaya 

ketika dibutuhkan nantinya dapat digunakan untuk mencari nafkah, serta 

harus mendapatkan perlindungan dari semua bentuk eksploitasi;  

7. Anak diharuskan untuk diasuh dan dididik dengan suatu pengetahuan 

bahwa bakat yang dimilikinya diperlukan untuk pengabdian kepada 

sesama umat. 

 

Lalu untuk pertama kali tahun 1923 Eglantyne Jebb menggagas Konvensi Hak 

Anak melalui Deklarasi Hak Anak yang berisi 10 poin pernyataan hak anak. Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengadopsinya kedalam 

Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Konvensi Jenewa 1949 menjadi tanda 

perkembangan yang pesat dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional. 

Sesudah adanya dekolonisasi, negara-negara baru mengalami kesusahan untuk 

terikat dalam seperangkat ketentuan tertentu dimana negara-negara tersebut belum 

merasa siap ketika munculnya aturan-aturan yang ada. Selanjutnya, perjanjian yang 

mengatur perilaku pada waktu pertikaian tidak memiliki perkembangan sejak 

munculnya perjanjian Den Haag tahun 1907 disebabkan dalam peninjauan 

Konvensi Jenewa 1949 bisa saja mengakibatkan ancaman bagi perkembangan 

zaman pada masa itu, maka ditetapkan untuk memperkuat perlindungan terhadap 

korban konflik bersenjata khususnya anak sebagai korban dengan mengadopsi 

naskah baru berbentuk Protokol Tambahan untuk Konvensi Jenewa pada tahun 

1977. 

 

Sehingga tidak seperti masa-masa sebelumnya, bahwa Hukum Humaniter timbul 

dari adanya kebiasaan-kebiasaan hukum, pada masa kini perkembangan-

perkembangan Hukum Humaniter Internasional berkembang melalui perjnajian-

perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara setelah tahun 1850. Hukum 
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Humaniter Internasional juga merupakan hukum yang dinamis dan terus mengalami 

perkembangan mengikuti perubahan zaman, khususnya mengenai perlindungan 

terhadap penduduk sipil khususnya anak. Dikatakan bahwa Konvensi Jenewa 1949 

dan Protokol Tambahan tahun 1977 merupakan perangkat utama dari Hukum 

Humaniter Internasional dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak dalam 

konflik bersenjata. 

3. Sumber-Sumber Hukum Tentang Perlindungan Anak dalam Hukum   

Humaniter Internasional 

Sumber utama Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan anak dalam 

konflik bersenjata antara lain sebagai berikut: 

A. Konvensi Jenewa 1949 (Geneva Convention 1949) 

 Konvensi Jenewa 1949 dibentuk pada tanggal 21 April sampai dengan 21 Agustus 

1949. Konvensi Jenewa mempunyai empat perjanjian pokok antara lain:20 

1. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit 

dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat; 

2. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan 

Bersenjata di aut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam; 

3. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang; 

4. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu 

perang. Konvensi Jenewa IV ini merupakan sumber utama perlindungan 

anak dalam konflik bersenjata. Konvensi ini mengatur posisi penduduk 

sipil dari pihak-pihak bersengketa dalam hal ini salah satunya adalah 

anak-anak, baik dalam konflik bersenjata maupun daerah pendudukan 

serta di negara-negara netral. Konvensi ini secara keseluruhan memuat 

159 pasal dan tiga buah lampiran. 

 

                                                           
20 Konvensi Jenewa 1949 
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  B. Konvensi Jenewa 1949 juga memiliki dua protokol tambahan yang 

dibentuk tanggal 8 Juni tahun 1977 antara lain yang terdiri dari:21 

1. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan 

Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional; 

2. Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan 

Korban dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional. 

Kedua protokol ini adalah pelengkap aturan Konvensi Jenewa IV 1949 yang 

memberikan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dan korban luka khususnya 

anak-anak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non-internasional.  

4. Tujuan Hukum Humaniter Internasional  

Tujuan utama dari Hukum Humaniter adalah melindungi serta memberikan 

pertolongan terhadap pihak-pihak yang mengalami penderitaan atau menjadi 

korban perang maupun konflik bersenjata, baik yang secara nyata ikut serta dalam 

konflik bersenjata (kombatan) maupun yang tidak ikut serta dalam konflik 

bersenjata (non-kombatan).22 Selain itu tujuan pokok yang senada dengan kaidah-

kaidah dalam Hukum Humaniter adalah untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna 

membatasi atau mengurangi penderitaan-penderitaan yang dialami oleh setiap 

individu dalam keadaan perang atau konflik bersenjata.  

5. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional 

Terdapat beberapa prinsip-prinsip umum (general principles) dalam Hukum 

Humaniter Internasional antara lain:23 

a. Prinsip Pembedaan (distinction principle) yaitu prinsip pembedaan antara 

penduduk sipil (non-kombatan) dan kombatan. Maka didalam prinsip ini 

menekankan bahwa hanya para angkatan bersenjata (kombatan) yang ikut serta 

dalam konflik bersenjata saja yang dapat menjadi sasaran langsung penyerangan 

sementara penduduk sipil (non-kombatan) tidak boleh dijadikan sasaran serangan. 

Sehingga dikatakan prinsip pembedaan (distinction principle) adalah prinsip yang 

                                                           
21 Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1949 
22 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2015), hlm. 172. 
23 Umar Suryadi Bakry, Op.Cit. hlm. 12-15 
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digunakan untuk membedakan dan mengatur mengenai subjek perang dapat 

dikategorikan turut serta secara aktif atau secara pasif dalam suatu konflik 

bersenjata, yang membuat mereka dapat dijadikan sebagai sasaran perang atau 

pihak yang harus dilindungi. Sehingga tujuan dari prinsip ini adalah untuk melihat 

siapa saja yang dapat turut serta dalam suatu pertikaian atau konflik bersenjata. Jadi 

pihak yang tidak turut serta dalam pertikaian tersebut tidak boleh menjadi sasaran 

objek kekerasan dan harus dilindungi keberadaannya. Prinsip pembedaan ini 

digunakan sebagai prinsip utama dalam memberikan perlindungan terhadap 

penduduk sipil khususnya anak-anak dalam konflik bersenjata. 

b. Prinsip larangan menyerang mereka yang termasuk kombatan yang tidak 

lagi terlibat dalam konflik bersenjata disebabkan terluka, sakit, atau menjadi 

tawanan perang. 

c. Prinsip larangan mengakibatkan penderitaan luka yang tidak perlu atau 

cedera yang berlebihan. Bahkan prajurit perang yang secara sah dapat diserang, 

diberikan pula perlindungan dalam prinsip ini. 

d. Prinsip Proporsionalitas, yaitu prinsip yang melindungi penduduk sipil 

dengan memberikan seminimal mungkin kerugian yang dapat ditimbulkan untuk 

penduduk sipil dan sekiranya terjadi hal yang membahayakan penduduk sipil terjadi 

maka harus sebanding dengan keuntungan militer. 

e. Prinsip gagasan tentang kepentingan, dalam prinsip ini sering berlawanan 

dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Namun konsep kepentingan militer 

tidak memberikan kebebasan bagi kombatan untuk mengabaikan pertimbangan 

kemanusiaan dalam melaksanakan apapun yang mereka inginkan. 

f. Prinsip Kemanusiaan, dalam prinsip ini menjelaskan bahwa setiap manusia 

memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memperlihatkan kepedulian serta rasa 

hormat ke sesama manusia termasuk yang menjadi musuh sekalipun. 

6. Asas-Asas Hukum Humaniter Internasional 

Pada umumnya para ahli berpendapat bahwa Hukum Humaniter Internasional 

memiliki asas-asas antara lain sebagai berikut:24 

                                                           
24  Wahyu Wagiman, Op.Cit. hlm. 11 
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a. Asas Kepentingan Militer (Military Necessity), yaitu hak dari para pihak 

yang berkonflik memutuskan kekuatan yang dibutuhkan untuk menaklukan para 

pihak lawan dengan waktu sangat singkat, biaya yang digunakan dengan jumlah 

terendah, dan dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa dengan jumlah yang 

sangat kecil. 

b. Asas kemanusiaan (Humanity), yaitu asas yang melarang para pihak 

menggunakan kekerasan (violence) untuk mencapai tujuan perang. Pihak-pihak 

yang merupakan tawanan perang, sedang sakit atau luka-luka tidak lagi menjadi 

ancaman perang, sehingga mereka harus diberikan perawatan dan perlindungan. 

c. Asas Kesatriaan (Chivalry), yaitu dalam asas ini tidak memperbolehkan 

penggunaan peralatan atau senjata serta metode berperang yang tidak hormat. Asas 

ini sebagai sifat-sifat yang diambil dari para ksatria pada masa lampau. 

7. Pengertian Konflik Bersenjata  

Terdapat beberapa macam pengertian konflik bersenjata (armed conflict) menurut 

para ahli, antara lain sebagai berikut: 

a. Edward Kossoy menyatakan bahwa, "As already mentioned, the term armed 

conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion 

of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflict seem 

more justified and logical."25 

b. Peter Wallensteen dan Margareta Sollenberg memberikan definisi bahwa 

konflik bersenjata merupakan ketidaksesuaian yang dipertentangkan (contested in 

compatibility) berhubungan dengan pemerintah maupun wilayah, dimana terdapat 

pemakaian kekuatan bersenjata (the use of armed forces) antara dua pihak, yang 

dalam hal ini salah satu dari kedua belah pihak tersebut mewakili pemerintah suatu 

negara, dan sekurang-kurangnya menyebabkan 25 kematian akibat dari 

berlangsungnya pertempuran tersebut.26 

c. Dan Smith memberikan definisi konflik bersenjata merupakan suatu 

bentrokan senjata (armed clashes) antara dua pihak atau lebih yang terorganisasi 

                                                           
25 Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949, (Bandung:  Alumni, 2002), 

hlm. 14 
26 Peter Wallensteen & Margareta Sollenberg, “Armed Conflict, 1989-2000”, Journal of Peace 

Research, Vol. 38 No. 5 (2001), hlm. 629-644. 
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secara terpusat, ditandai dengan adanya bentrokan yang berkelanjutan untuk 

memperebutkan suatu kekuasaan atas pemerintahan ataupun wilayah.27 

d. Pietro Verri menyatakan bahwa konflik bersenjata adalah pernyataan umum 

yang meliputi semua pertikaian beberapa pihak yaitu, (1) dua negara atau lebih; (2) 

suatu negara dengan suatu entitas bukan negara; (3) suatu negara dan suatu fraksi 

pemberontak; dan (4) dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara.28 

 

Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

konflik bersenjata (armed conflict) merupakan sebuah pertempuran yang didahului 

oleh pernyataan dari salah satu pihak yang terlibat konflik disertai dengan adanya 

penggunaan angkatan bersenjata (armed forces) untuk memperebutkan suatu 

kekuasaan atas pemerintahan atau wilayah dan dalam hal ini menimbulkan korban 

jiwa. 

8. Jenis Konflik Bersenjata  

Hukum Humaniter Internasional menyatakan konflik bersenjata meliputi 

pemakaian antara dua atau lebih kelompok bersenjata yang terorganisir (organized 

armed groups), baik angkatan bersenjata internasional maupun non-internasional. 

Agar dapat teridentifikasi apakah sebuah kelompok dapat disebut sebagai kelompok 

bersenjata terorganisir terdapat beberapa indikator antara lain, (1) Adanya struktur 

organisasi; (2) Infrastruktur untuk menampung serta melatih pihak yang direkrut; 

(3) Memiliki kapasitas untuk melancarkan operasi militer; (4) Adanya otoritas yang 

diberi kuasa untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah; (5) Memiliki 

pemimpin yang bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dalam 

kelompok tersebut. 

 

 

 

                                                           
27 Dan Smith, “Trends and Causes of Armed Conflict”, dalam 

http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2576-pdf/smith_hanbook.pdf (Diakses pada 17 Agustus 

2021). 
28 Pietro Verri, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, (Geneva: ICRC, 1992), hlm. 

34-35. 

http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2576-pdf/smith_hanbook.pdf
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Konflik bersenjata dibagi menjadi tiga antara lain: 

a. Konflik Bersenjata Internasional (International Armed Conflict) 

Ketentuan Hukum Humaniter mengatur konflik bersenjata internasional dapat 

ditemukan pada Pasal 2 Ketentuan Bersamaan (Common Articles) dari Konvensi 

Jenewa 1949 yang berbunyi sebagai berikut: 

"An international armed conflict is defined as all cases od declared war or of any 

other armed conflict which may arise between two or more High Contracting 

Parties, plus all cases of partial or total occupation of the territory of a High 

Contracting Party even if the said occupation meets with no armed resistance”.29 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata 

internasional (international armed conflicts) adalah konflik bersenjata yang 

dilakukan antara dua atau lebih negara berdaulat melalui angkatan bersenjata yang 

ditandai adanya intervensi oleh salah satu pihak. 

b. Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)  

Pasal 3 Ketentuan Bersama (Common Articles) Konvensi Jenewa menyatakan 

bahwa konflik bersenjata non-internasional merupakan konflik bersenjata yang 

tidak memiliki karakter internasional dan berlangsung di salah satu negara peserta 

Konvensi Jenewa atau kasus-kasus dalam konflik bersenjata ini bersifat internal.30 

Sehingga dapat disimpulkan konflik bersenjata non-internasional (non-

international armed conflict) adalah konflik bersenjata yang berlangsung antara 

pemerintah dengan kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah, ataupun 

antara kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah. 

c. Konflik Bersenjata yang Diinternasionalisasi (Internasionalized Armed 

Conflict) 

Konflik bersenjata yang diinternasionalisasi berlaku apabila konflik yang 

berlangsung antara dua pihak yang berbeda bertikai secara internal namun 

mendapat dukungan oleh dua negara yang berbeda, dalam hal ini ditandai oleh 

kekuatan bersenjata dari kekuatan asing. Contoh dari konflik bersenjata yang 

                                                           
29 Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. 
30  Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. 
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diinternasionalkan antara lain, intervensi oleh negara Rwanda, Angola, Zimbabwe, 

Uganda, dan negara lainnya untuk membantu pihak-pihak yang sedang bersengketa 

dalam konflik bersenjata internal di Republik Demokratik Kongo (DRC) sejak 

Agustus 1998.31 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata di Afghanistan 

1. Hubungan Taliban dengan Al-Qaeda 

Taliban dan Al-Qaeda mulai menjalin hubungan ketika Osama bin Laden kembali 

dari Sudan. Seusai berhasil membantu kaum Mujahidin mengusir Uni Soviet dari 

Afghanistan, Osama kembali ke negara asalnya yaitu Arab Saudi. Kemudian 

setelah kembalinya Osama ke Arab Saudi, muncullah invasi Irak ke Kuwait tahun 

1990. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah Arab Saudi bila ada 

kemungkinan hal serupa terjadi pada negaranya. Melihat hal itu Osama 

menawarkan bantuan kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengirimkan veteran 

perang dari Afghanistan yang dimilikinya. Namun hal tersebut ditolak oleh 

pemerintah Arab Saudi dan lebih memilih untuk meminta bantuan kepada Amerika 

Serikat. 

Keputusan yang ditetapkan ini menimbulkan pertentangan dari Osama, dikarenakan 

menganggap bahwa keberadaan pasukan asing akan mengotori Arab Saudi sebagai 

tanah suci umat Islam. Dampak dari perselisihan tersebut Osama mengutuk dan 

menyatakan Raja Fahd bukan lagi pelindung Ka’bah (bangunan suci yang 

digunakan umat Islam sebagai kiblat (penunjuk arah shalat) dan merupakan tempat 

bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji). Dampak dari pernyataan tersebut 

Osama dicabut kewarganegaraannya dan diusir dari Arab Saudi.32 

Setelah meninggalkan Arab Saudi, Osama bergegas kembali ke Sudan untuk 

membantu perjuangan Jenderal Umar Bashir dan tokoh spiritual sekaligus 

pemimpin Front Islam Nasional Sudan yang bernama Hasan Abdallah Turabi untuk 

mendirikan negara Islam.33 Selama berada di Sudan Osama mendirikan beberapa 

                                                           
31 Umar Suryadi Bakry, Op.Cit. hlm. 50. 
32 Abdul Halim Mahally, Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat, (Jakarta: Pustaka Sinar 

Harapan, 2003), hlm. 98. 
33 Ibid. hlm. 105-106 
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perusahaan yang bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi para kaum 

Mujahidin. Osama juga membangun Bandar udara baru di Port Sudan dan 

membangun jalan sepanjang 1.200 km yang menghubungkan ibu kota Khartoum 

dan Port Sudan, serta menyediakan tempat pelatihan bagi para mujahid veteran 

perang Afghanistan. 

Pada saat Osama tiba di Sudan pada tanggal 18 Mei 1996, sedang terjadi 

penyerangan kota Kabul oleh pasukan Taliban. Osama lalu memberikan bantuan 

dana serta mengirimkan para pasukan Al-Qaeda untuk membantu penyerangan. 

Bantuan yang telah diberikan tersebut merupakan awalan yang baik bagi hubungan 

Al-Qaeda dengan Taliban. Pada tahun 1997 pemimpin Taliban yang bernama 

Mullah Muhammad Umar menawarkan kepada Osama untuk tinggal di markas 

utama Taliban di Kandahar. Semenjak saat itu Osama telah berada di bawah 

perlindungan pemerintahan Taliban di Afghanistan. Osama memiliki andil besar 

dalam pemerintahan Taliban, sebab Osama telah menggelontarkan uang sebesar 

100 juta dolar Amerika untuk membantu Taliban memperluas wilayah 

kekuasaannya di Afghanistan, termasuk membantu upaya yang dilakukan Taliban 

untuk menggempur musuh-musuhnya. Osama juga telah menikahi putri dari 

Mullah Muhammad Umar.34 

Mengingat begitu besar bantuan yang diberikan oleh Osama bin Laden, sebagai 

bentuk balas budi pemerintah Taliban memberikan keleluasaan dan akses untuk 

mempergunakan wilayah yang ada di Afghanistan sebagai basis Al-Qaeda. Imbas 

dari dukungan yang diberikan Taliban terhadap Osama bin Laden, Taliban 

mendapatkan tekanan yang sangat kuat dari dunia internasional terutama Amerika 

Serikat. Namun tekanan yang diberikan tersebut tidak membuat Taliban khawatir, 

sebaliknya Taliban justru tetap mendukung Osama bin Laden dan Al-Qaeda 

meskipun status Taliban sebagai pemegang kekuasaan Afghanistan tidak diakui 

oleh PBB.35 

Dari penjelasan yang telah dijabarkan, maka terdapat persamaan ideologi Islam 

antara Taliban dan Al-Qaeda antara lain, Karakter fundamentalisme yang tampak 

                                                           
34 Ibid. 
35 Ibid. hlm. 107. 
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dari Taliban dan Al-Qaeda yaitu, (1) Mendirikan negara Islam dengan hukum Islam 

(syariah) sebagai suatu landasan hukum; (2) Taliban dan Al-Qaeda memiliki tujuan 

untuk “memurnikan ajaran Islam” dengan cara melakukan interpretasi literal dalam 

menafsirkan isi yang tercantum didalam Al-Qur’an dan Hadist. Keduanya 

berpandangan bahwa Islam yang “murni” adalah Islam yang hanya berlandaskan 

Al-Qur’an dan Hadist. Sehingga mereka beranggapan bahwa sumber selain Al-

Qur’an dan Hadist, yaitu pendapat para ulama, dan kebiasaan-kebiasaan atau 

tradisi-tradisi spiritual Islam yang lain merupakan sebuah penyimpangan. Hal ini 

didukung oleh mazhab Deobandi yang dianut oleh Taliban dan pemikiran Sayyib 

Qutb yang merefleksikan paham Salaffiyah yang dijadikan sebagai inspirasi 

filosofis oleh Al-Qaeda memiliki pandangan yang sama bahwa ajaran Islam yang 

sekarang telah melenceng sehingga diperlukan suatu upaya untuk memurnikan 

ajaran Islam. 

Adanya persepsi tunggal tentang musuh baik Al-Qaeda maupun Taliban memiliki 

kebencian terhadap negara Barat terutama Amerika Serikat. Pada 

perkembangannya hubungan Al-Qaeda maupun Taliban semakin erat saat 

bergabungnya Mujahidin didikan Al-Qaeda membantu perjuangan Taliban di 

Afghanistan dan dukungan Amerika Serikat terhadap Israel yang merupakan musuh 

gerakan Islam dalam konflik berkepanjangan di Palestina. Sehingga keduanya 

memiliki prinsip yang sama yaitu musuh harus dilenyapkan. Hal ini diperkuat 

dengan fakta bahwa aksi-aksi teror yang dilancarkan memiliki sasaran kepada 

fasilitas-fasilitas yang dimiliki Amerika Serikat antara lain, kedutaan besar, pesawat 

udara sebagaimana kasus-kasus pembajakan pesawat, dan perusahaan-perusahaan 

multinasional milik Amerika Serikat. Baik Taliban maupun Al-Qaeda merupakan 

penganut Islam Sunni, sehingga dapat dipahami alasan mengapa Taliban 

mendukung Al-Qaeda. 

2. Taliban Sebagai Belligerent 

Taliban termasuk ke dalam kelompok pemberontak (belligerent). Pemberontakan 

dalam Hukum Humaniter Internasional berarti suatu gerakan perlawanan bersenjata 

oleh suatu kelompok melalui suatu peperangan dengan tujuan untuk menjadi negara 

yang merdeka, sederajat, serta setara dengan negara-negara yang lain. Hal ini 

Taliban telah melakukan tindakan berupa menentang pemerintahan yang sah yang 
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bertujuan untuk mendirikan kekuatan sendiri atau sebuah bangsa, yaitu Taliban 

memiliki tujuan mendirikan negara Islam menurut keyakinan mereka di 

Afghanistan. Menurut Konvensi Den Haag 1907 sebuah kelompok dapat dikatakan 

sebagai sebuah pemberontakan apabila memenuhi empat persyaratan antara lain, 

(1) Memiliki pemimpin yang jelas serta bertanggung jawab kepada bawahannya; 

(2) Mengenakan seragam atau tanda pengenal yang menjadi ciri yang terlihat dari 

jarak jauh; (3) Membawa senjata secara terbuka; dan (4) Mematuhi hukum 

kebiasaan berperang.36 

Pada umumnya ada 4 syarat yang harus terwujud untuk suatu kelompok 

pemberontak dikatakan sebagai suatu belligerent antara lain:37 

1. Terorganisir secara sistematis dibawah kepemimpinan yang jelas. 

2. Mengenakan tanda pengenal yang jelas sebagai suatu identitas. 

3. Menguasai secara efektif sebagian wilayah yang dapat dikatakan secara 

de facto wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan pemberontak 

tersebut. 

4. Mendapatkan dukungan dari masyarakat di wilayah yang didudukinya. 

 

Gambar 1 Pemimpin dan Wakil Pemimpin Belligerent Taliban 

                                                           
36 Jawahir Thontowi, Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2013), hlm. 65. 

 
37 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional Bagian I, (Bandung: Bina Cipta, 

2008), hlm. 35. 
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Taliban memiliki pemimpin yang bernama Mullah Haibatullah Akhundzada dan 

wakilnya bernama Mullah Abdul Ghani Baradar.38 Mullah Haibatullah 

Akhundzada berasal dari wilayah provinsi Kandahar yang pernah menjabat sebagai 

ketua Dewan Syariat Taliban dalam 15 tahun terakhir diangkat menjadi pemimpin 

Taliban menggantikan Mullah Mansour yang tewas ketika adanya penyerangan 

pesawat tanpa awak (drone) yang diketahui dimiliki Amerika Serikat yang terjadi 

di Pakistan. Mullah Abdul Ghani Baradar adalah wakil pemimpin Taliban yang 

merupakan salah satu pendiri Taliban. Taliban memiliki seragam militer dan 

memakai penutup kepala sebagai identitas mereka.39  

Gambar 2 Peta Persebaran Wilayah Kekuasaan Taliban  

 

Berdasarkan gambar pada peta di atas dapat terlihat hingga saat ini sebagian besar 

wilayah di Afghanistan telah diduduki oleh Taliban. Lebih dari 50% wilayah-

wilayah di Afghanistan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh Taliban yaitu di 

wilayah utara dan timur laut Afghanistan serta beberapa provinsi di wilayah tengah 

                                                           
38 Kompas.com, https://www.kompas.com/tag/pemimpin+taliban, (Diakses pada 02 Agustus 2021). 
39 Sekilas tentang Pemimpin Taliban Haibatullah Akhundzada, bbc.com, 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160525_dunia_taliban_akhundzada (Diakses pada 

02 Agustus 2021) 

https://www.kompas.com/tag/pemimpin+taliban
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160525_dunia_taliban_akhundzada
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seperti Ghazni dan Maidan Wardak. Taliban semakin merapat dan mencoba 

menguasai kota-kota besar seperti, Kunduz, Herat, Kandahar, dan Lashkar Gah.40  

Anggota pasukan kelompok belliegerent Taliban dikenal dan dikuasai oleh orang-

orang etnis Pashtun, yang menduduki wilayah selatan Afghanistan. Taliban pertama 

kali lahir dari pesantren-pesantren yang sebagian besar didanai oleh Arab Saudi, 

pada umumnya aliran yang dianut adalah Sunni garis keras. Maka Taliban 

mendapat dukungan keras dari etnis Pashtun dan penduduk dari wilayah yang 

berhasil dikuasai oleh Taliban lantaran kesuksesan mereka memberantas korupsi, 

membatasi pelanggaran hukum, dan membangun jalan serta area-area di bawah 

kekuasaan mereka untuk jalur lintas perdagangan agar menjadi aman.41 Sehingga 

dalam hal ini Taliban secara de facto telah diakui dan didukung oleh masyarakat 

yang berada di bawah wilayah-wilayah yang sudah diduduki oleh kelompok 

pemberontak (belligerent) Taliban. 

3. Pihak-Pihak Utama yang Terlibat Konflik Bersenjata di Afghanistan 

Pihak-pihak utamayang terlibat dalam konflik bersenjata di Afghanistan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Taliban 

Taliban adalah kelompok pemberontak (belligerent) bersenjata yang merupakan 

kelompok nasional Islam Sunni yang didominasi etnis Pashtun. Tujuan utama 

Taliban melakukan pemberontakan adalah untuk menguasai Afghanistan dan 

membangun pemerintahan Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara. 

Taliban terlibat konflik bersenjata dengan Amerika Serikat karena telah melindungi 

pemimpin dan kelompok terorisme Al-Qaeda sejak digulingkannya pemerintahan 

Taliban di Afghanistan pada tahun 2001 hingga tahun 2020. Kelompok 

pemberontak ini juga melakukan pemberontakan dan terlibat konflik dengan 

pemerintah resmi Afghanistan setelah kepergian pasukan tentara Amerika Serikat 

dari Afghanistan pada tahun 2021.  

                                                           
40 Beritasatu.com, https://www.beritasatu.com/dunia/807053/amerika-berangsur-pergi-separuh-

afghanistan-dikuasai-taliban, (Diakses pada 02 Agustus 2021). 
41 https://news.detik.com/internasional/d-5686497/siapakah-pasukan-taliban-itu-sejarah-hingga-

sosok-terkini (Diakses pada 03 Agustus 2021). 

https://www.beritasatu.com/dunia/807053/amerika-berangsur-pergi-separuh-afghanistan-dikuasai-taliban
https://www.beritasatu.com/dunia/807053/amerika-berangsur-pergi-separuh-afghanistan-dikuasai-taliban
https://news.detik.com/internasional/d-5686497/siapakah-pasukan-taliban-itu-sejarah-hingga-sosok-terkini
https://news.detik.com/internasional/d-5686497/siapakah-pasukan-taliban-itu-sejarah-hingga-sosok-terkini
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b. Pemerintah Afghanistan 

Pemerintah Afghanistan dan Taliban mulai berkonflik seusai Amerika Serikat 

menarik seluruh pasukannya dari Afghanistan pada tahun 2021, setelah adanya 

serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak (belligerent) Taliban. Pada 

saat terjadi konflik pada tahun 2021 pemerintah resmi Afghanistan berada di bawah 

pimpinan Presiden Ashraf Ghani. Taliban melakukan penyerangan untuk 

menguasai kembali negara Afghanistan. 

c. Amerika Serikat 

Konflik antara Amerika Serikat dan Taliban bermula sejak saat Amerika Serikat 

berhasil menggulingkan pemerintahan Afghanistan dibawah kekuasaan Taliban 

saat dibawah pimpinan Presiden George Herbert Walker Bush, dikarenakan 

dukungan dan perlindungan yang diberikan Taliban terhadap Osama bin Laden dan 

kelompok terorisme Al-Qaeda. Selama Konflik yang terjadi di Afghanistan 

melawan Taliban, Amerika Serikat dibantu oleh negara-negara anggota North 

Atlantic Treaty Organization (NATO) antara lain, Inggris, Jerman, Kanada Prancis, 

Italia, dan negara anggota lainnya. Konflik antara Amerika Serikat dan Taliban 

berlangsung selama dua dekade, sejak tahun 2001 sampai pada kesepakatan antara 

kedua belah pihak untuk berdamai pada tahun 2020. Seusai munculnya kesepakatan 

tersebut, pada bulan September 2021 Amerika Serikat menarik seluruh pasukannya 

dari Afghanistan. 

4. Kronologi Konflik Bersenjata di Afghanistan 

a. Periode Tahun 2001-2020 

Perang terjadi antara Uni Soviet dan para Mujahidin di Afghanistan, perang ini 

bertujuan untuk meruntuhkan ideologi komunisme dan juga mengusir Uni Soviet 

yang berhasil menguasai serta memberikan pengaruh komunisme pada 

pemerintahan Afghanistan. Mujahidin pun meminta bantuan kepada negara-negara 

di Timur Tengah yaitu Pakistan dan Arab Saudi serta Amerika Serikat. Bantuan 

yang diberikan kepada Mujahidin antara lain amunisi senjata maupun rudal. Setelah 

puluhan tahun terjadi peperangan, pada masa pemerintahan Muhammad Najibullah 

dilakukan misi perdamaian, yaitu menghapus dominasi satu partai, membiarkan 
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non-komunis masuk ke dalam pemerintahan, menjadikan Islam sebagai agama 

yang resmi di Afghanistan, serta menghapuskan segala hal terkait komunisme.42 

Misi ini pun berhasil, terjadi penarikan pasukan yang dilakukan oleh Uni Soviet. 

Sesudah terjadi penarikan pasukan Uni Soviet yang ada di Afghanistan, 

menimbulkan Afghanistan berada di dalam kondisi yang tidak memiliki 

pemerintahan. Hal ini memicu berbagai pertikaian dan peselisihan di kalangan para 

Mujahidin dan pemimpinnya.  

Melihat kondisi seperti ini, muncullah kekuatan baru yang dinamakan Taliban. 

Sepanjang sejarah Afghanistan belum pernah terlihat suatu gerakan secara cepat 

seperti yang dilakukan oleh Taliban. Perselisihan antar faksi yang selalu terjadi 

serta kondisi tanpa hukum yang terjadi di Afghanistan menempatkan Taliban 

melakukan kontrol yang lebih luas terhadap wilayah-wilayah yang ada di 

Afghanistan, dan melaksanakan apa yang sudah mereka cita-citakan yaitu 

mendirikan pemerintahan Islam di Afghanistan. 

Taliban berasal dari kata talib-‘ul-ilm yang memiliki arti “pelajar” atau “penuntut ilmu”. 

Tempat asal muasal Taliban sendiri tidak diketahui secara pasti, namun keberadaan 

kelompok Taliban dapat ditemui dengan mudah di perbatasan antara Afghanistan dan 

Pakistan.43 Di wilayah tersebut banyak terdapat pelajar ataupun penuntut ilmu yang tidak 

hanya berasal dari Afghanistan, tetapi juga berasal dari Pakistan, yaitu Partai Ulama 

Islam yang dipimpin oleh Maulana Fazlur Rahman yang memfasilitasi madrasah-

madrasah sebagai sarana konservatif bagi anak-anak laki-laki yang berasal dari 

pengungsi Afghanistan, terkhusus anak-anak yatim piatu atau tidak mampu yang 

menjadi korban dari peperangan. 

Munculnya Taliban pada awal tahun 1990 yang memiliki kekuatan politik dan 

agama yang berpusat di Kandahar Afghanistan yang dipimpin oleh Mullah 

Muhammad Umar, Taliban banyak mendapat dukungan dari pengungsi 

Afghanistan yang berada di Pakistan. Hal ini menjadikan Taliban berhasil 

                                                           
42 Jalan Panjang Peperangan Uni Soviet dan Afghanistan, voi.id, 2019, 

https://voi.id/memori/1087/jalan-panjang-peperangan-uni-soviet-dan-afghanistan, (Diakses pada 31 

Juli 2021). 
43 Amin Saikal, Bagaimana Taliban Menjadi Sebuah Kekuatan Militer, dalam William Maley (ed.), 

“Fundamentalism Reborn?: Afghanistan and the Taliban”, a.b. Samson Rahman, Taliban dan Multi 

Konflik di Afghanistan, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 78. 

https://voi.id/memori/1087/jalan-panjang-peperangan-uni-soviet-dan-afghanistan
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menguasai sebagian besar wilayah tengah dan selatan Afghanistan.44 

Konflik antara Amerika Serikat dan Taliban bermula pada munculnya peristiwa 

penting pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh 

pembajakan empat pesawat yang dilakukan oleh 19 militan ekstremis Islam dari 

kelompok Al-Qaeda untuk melakukan serangan bunuh diri dengan targetnya adalah 

penduduk sipil Amerika Serikat. Dua pesawat yang dibajak diterbangkan menuju 

menara kembar World Trade Center (WTC) di New York, sementara pesawat 

ketiga ditujukan untuk menabrak Pentagon di Arlington, Virginia dan pesawat 

keempat jatuh di Pennsylvania. 

Pada 11 September pukul 08.45 pagi pesawat American Airlines Boeing 767 yang 

membawa 20.000 galon berisi bahan bakar menabrak menara utara World Trade 

Center. Tabrakan tersebut menghasilkan lubang yang terbuka lebar sekitar lantai 80 

gedung tersebut yang mengakibatkan ratusan orang kehilangan nyawa dan juga 

membuat orang-orang yang berada di lantai atasnya terjebak. Saat evakuasi sedang 

dilakukan, 18 menit kemudian pesawat kedua kembali menabrak gedung bagian 

selatan gedung World Trade Center dan membelah lantai 60 gedung tersebut.45 

Pada pukul 09.45 pagi pesawat American Airlines Flight 77 berputar-putar mengitari 

Washington D.C, lalu kemudian menabrak sisi barat markas besar militer  Pentagon. 

Sebanyak 125 personel militer serta penduduk sipil yang menjadi korban tewas 

dalam serangan di Pentagon tersebut. Sementara di dalam pesawat sebanyak 64 

orang tewas. Kurang dari 15 menit setelah serangan di Pentagon, menara selatan 

WTC runtuh dan ambruk ke permukaan tanah. Pada pukul 10.30 pagi menara utara 

WTC menyusul runtuh. Sebanyak 6 orang saja yang dapat selamat dalam serangan 

menara WTC. Sebanyak 2.763 orang tewas dalam serangan teror menara WTC 

termasuk 343 pemadam kebakaran dan paramedis, 23 polisi, serta 37 petugas yang 

sedang berusaha mengevakuasi orang-orang yang berada di lantai yang memiliki 

posisi yang lebih tinggi. Sebanyak kurang lebih 10.000 orang mengalami luka-luka 

                                                           
44 Rhoda Margesson, “United Nations Assistance Mission in Afghanistan: Background and Policy 

Issues,” The Middle East in Turmoil 3, no. 2 (2011): 237–267. 
45 Kronologis Serangan 9/11, Runtuhnya Menara Kembar, dan Osama bin Laden, 

Nationalgeoghraphic.co.id, 2018, https://nationalgeographic.grid.id/read/13935227/kronologis- 

serangan-911-runtuhnya-menara-kembar-dan-osama-bin-laden?page=all, (diakses pada 17 

November 2021). 
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yang cukup parah.46 

Kemudian pesawat keempat, United Airlines Flight 93 pun dibajak setelah  40 menit 

lepas landas dari Bandar Udara Inrternasional Newark Liberty di New Jersey. 

Menyadari bahwa pesawat yang ditumpanginya sudah dibajak para penumpang dan 

pramugari melakukan perlawanan kepada para pembajak pesawat tersebut dan 

menyerang kokpit pesawat dengan cara memukul dengan menggunakan tabung 

pemadam kebakaran. Tak lama kemudian pesawat terbang dalam posisi terbalik 

dan melaju dengan kecepatan 500 mil per jam menuju tanah pedesaan di 

Pennsylvania Barat pada pukul 10.10 pagi yang menimbulkan korban tewas 

sebanyak 44 orang. Tujuan utama dalam serangan ini belum diketahui. Namun 

menurut beberapa ahli, serangan ini memiliki target utama yaitu White House, 

Camp David di Maryland atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang 

berada di pesisir timur Philadelphia, New Jersey.47 

Beberapa pelaku serangan teror tersebut berasal dari negara-negara Arab yang 

diberikan dana oleh kelompok Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. 

Serangan  yang dilakukan merupakan bentuk tindakan balas dendam atas dukungan 

yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel. Beberapa teroris yang sudah lama 

bermukim di Amerika Serikat untuk mengambil kelas menerbangkan pesawat di 

beberapa sekolah penerbangan selama lebih dari satu tahun. Sementara beberapa 

pelaku menyelinap masuk ke negara Amerika Serikat sebelum tanggal kejadian 

serangan aksi teror yang berfungsi sebagai “penyokong” aksi teror tersebut. 

Semua pelaku dalam serangan aksi teror yang berjumlah 19 orang berhasil 

menyusupkan pistol, alat pemotong kotak, serta pisau saat melewati sistem 

pengamanan di tiga bandar udara sebelum masuk ke dalam keempat pesawat yang 

akan lepas landas menuju ke California. Pesawat-pesawat yang digunakan sebagai 

sarana serangan aksi teror tersebut dipilih karena mengangkut bahan-bahan bakar 

untuk penerbangan panjang lintas benua. Setelah lepas landas, baru para pelaku 

melancarkan aksinya dengan menembaki kru pesawat menggunakan pistol dan 

mengambil alih kendali di dalam pesawat. 

                                                           
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Sebagaimana yang diketahui otak serangan tersebut Osama bin Laden beroperasi di 

bawah perlindungan Taliban. Presiden Amerika Serikat pada saat itu, George 

Walker Bush memberikan sikap bahwa pemerintah harus segera mengambil  

tindakan untuk menumpas terorisme. Amerika Serikat pun menghendaki Taliban 

untuk  menyerahkan Osama bin Laden, tetapi Taliban menolak untuk bekerja sama 

memberikan Osama bin Laden kepada Amerika Serikat. Taliban tetap melindungi 

Osama bin Laden dan aktivitas kelompok terorisme Al-Qaeda. Dikarenakan adanya 

penolakan seperti ditunjukkan Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, 

Presiden George Walker Bush menjalankan mesin perangnya untuk melakukan 

invasi ke Afghanistan dengan mengutus sebanyak lebih dari 1.000 tentara Amerika 

Serikat sebulan setelah tragedi aksi teror pada 11 September 2001, tepatnya pada 

tanggal 7 Oktober 2001 dengan melakukan serangan udara ke fasilitas Taliban dan 

Al-Qaeda, serta beberapa target lainnya yaitu kota Kabul, Kandahar, dan Jalalabad, 

dan kota-kota lainnya. 

Tindakan invasi ini dilakukan Amerika Serikat dengan alasan sebagai self defense 

(tindakan membela diri), Amerika Serikat juga ingin menghancurkan Taliban dan 

Al-Qaeda, serta ingin Afghanistan bersih dari pengaruh dan juga aktivitas 

terorisme. Amerika Serikat melakukan serangan udara kepada Afghanistan untuk 

menyerang Taliban dan Al-Qaeda. Dua bulan lamanya Amerika Serikat dan para 

negara sahabatnya yaitu Inggris serta kelompok bersenjata yang merupakan 

sekutunya selama berada di Afghanistan terus menggempur Taliban. Sehingga 

tampuk kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Taliban berhasil digulingkan 

oleh Amerika Serikat dan para pengikutnya melarikan diri ke negara tetangganya 

yaitu Pakistan. 

Namun setelah melarikan diri ke Pakistan, Taliban belumlah lenyap. Para 

pasukannya kembali menyebarkan pengaruh dan sebagian bersembunyi di gua-gua. 

Taliban mendapat dana dan meraup jutaan dolar per tahun dari perdagangan 

pertambangan, narkotika, dan pungutan pajak.48 Taliban kemudian tidak menyerah 

begitu saja, mereka menyiapkan kekuatan untuk menyerang Amerika Serikat yang 

                                                           
48 Afghanistan: Perang selama dua dekade, berikut fakta-faktanya dalam 10 pertanyaan, bbc.com, 

2021, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57760566 (diakses pada 17 November 2021). 
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sedang berada di Afghanistan dengan cara menyerang kamp-kamp pertahanan milik 

Amerika Serikat. Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Taliban pun tak 

terelakkan. Pada Desember 2003 pasukan tentara Amerika Serikat yang berada di 

Afghanistan sudah berjumlah lebih dari 10.000.  

Sejak tahun 2008 Amerika Serikat melakukan penangkapan terhadap lebih dari 200 

anak-anak Afghanistan dengan usia dibawah 18 tahun dan ditahan di penjara militer 

Amerika Serikat karena dianggap sebagai enemy combatant. Alasan Amerika Serikat 

ini dilakukan dengan dalih untuk mencegah kombatan kembali ikut berperang dan 

dengqn tujuan yaitu melindungi keberadaan anak-anak tersebut dalam konflik 

bersenjata yang sedang berlangsung. 

Kemudian tahun 2009 Presiden George Walker Bush menambah kembali 

mengirimkan sekitar 50.000 tentara ke Afghanistan. Pada tahun berikutnya, Presiden 

terpilih Barack Obama melanjutkan kebijakan Presiden George Walker Bush 

dengan menambah sekitar 30.000 tentara lagi ke Afghanistan. Hingga tahun 2010 

jumlah tentara Amerika Serikat di Afghanistan hampir mencapai 100.000 personel 

sedangkan tentara asing di Afghanistan totalnya berjumlah mencapai 150.000 

personel.49 Penambahan personel ini menimbulkan semakin banyaknya korban jiwa 

maupun luka-luka terutama anak-anak karena serangan-serangan yang terus 

dilancarkan oleh Amerika Serikat dan begitupun serangan yang dilakukan oleh 

pihak Taliban. 

Pada tahun 2011 Presiden Barack Obama menarik pasukan tentara Amerika Serikat 

dari Afghanistan. Pada tahun 2014, sekitar 34.000 personel tentara Amerika Serikat 

ditarik kembali dari Afghanistan. Pada tahun yang sama, North Atlantic Treaty 

organization (NATO) memberikan pemberitahuan bahwa akan menyelesaikan misi 

konflik bersenjata di Afghanistan dan mulai meneruskan melatih tentara 

Afghanistan, serta menerapkan operasi kontra terorisme. Namun kondisi semakin 

memburuk ketika Taliban mulai memperluas wilayah kekuasaannya serta 

memperkuat angkatan bersenjata mereka di berbagai wilayah di Afghanistan. 

                                                           
49 Catatan Penting Perang AS di Afghanistan, dari 2001 Sampai Kesepakatan Damai 2020, 

merdeka.com, 2020, https://www.merdeka.com/dunia/catatan-penting-perang-as-di-afghanistan- 

dari-2001-sampai-kesepakatan-damai-2020.html, (diakses pada 17 November 2021). 
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Dengan melihat hal itu Presiden Donald Trump menambah  pasukan tentara Amerika 

Serikat sebanyak 3.000 personel ke Afghanistan. Amerika Serikat mulai 

melancarkam serangan udara yang mengakibatkan banyaknya penduduk sipil yang 

menjadi korban, khususnya anak-anak dengan total hampir 29.000 anak-anak 

menjadi korban dalam konflik ini.50 Konflik bersenjata yang dilakukan antara 

Amerika Serikat dan Taliban adalah perang terlama Amerika Serikat yaitu 

berlangsung selama dua dekade, dan berangsur-angsur telah mencapai kesepakatan 

damai antara kedua belah pihak pada Februari 2020. Hingga pada tanggal 9 

September 2021 Amerika Serikat telah menarik seluruh pasukannya dari 

Afghanistan. 

b. Periode Tahun 2021 

Konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Taliban yang berlangsung selama 

dua dekade berakhir setelah adanya kesepakatan damai antara kedua belah pihak 

pada Februari 2020 dan Amerika Serikat menarik secara keseluruhan pasukannya 

dari Afghanistan pada September 2021. Munculnya kesepakatan damai antara 

Amerika Serikat dan Taliban menimbulkan konflik baru antara Taliban dan 

pemerintahan Afghanistan. Taliban kemudian memanfaatkan keadaan untuk 

merebut kembali kekuasaan Afghanistan dari pemerintahan sah Afghanistan. 

Selama tahun 2021 Taliban telah menguasai lebih dari 50% wilayah di Afghanistan. 

Sejak bulan Agustus 2021, setelah kepergian pasukan Amerika Serikat dari 

Afghanistan, Taliban mulai melakukan penyerangan-penyerangan terhadap 

penduduk sipil khususnya anak-anak untuk merebut kota-kota sehingga dapat 

menjadi dibawah kekuasaan Taliban. Menurut UNICEF (United Nations 

International Children’s Emergency Fund) yaitu lembaga anak menyatakan bahwa 

tindakan kekerasan kepada anak-anak bertambah setiap harinya yaitu sebanyak 27 

anak meninggal di tiga provinsi, antara lain Kota Khost, Kandahar, dan Paktia. 

Sebanyak 136 anak terluka di sekitar wilayah ini tiga hari terakhir. Anak-anak 

                                                           
50 Ibid. 
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terluka dan meninggal akibat bom yang terletak di pinggir jalan dan dalam baku 

tembak.51 

Pada 12 September 2021 disampaikan oleh Kantor Koordinasi Urusan 

Kemanusiaan PBB atau disebut sebagai Office for Coordination of Humanitarian 

Affairs (OCHA) lebih dari 624.000 penduduk sipil mengungsi termasuk 

didalamnya ank-anak. Jadi total 634.800 penduduk sipil telah diverifikasi oleh 

OCHA sebagai pengungsi akibat adanya konflik antara Taliban dan Pemerintah 

Afghanistan ini. Adanya krisis keamanan di Afghanistan akibat konflik 

mengakibatkan anak-anak tidak dapat mengakses ke fasilitas kesehatan dan 

sekolah.52 

Adanya pemberontakan yang dilakukan Taliban mengakibatkan kurangnya  

fasilitas kesehatan, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC menyebutkan 

bahwa lebih dari 2.000 fasilitas kesehatan ditutup karena kurangnya pendanaan dan 

jumlah obat-obatan yang tersedia. Dikatakan bahwa, jika semula dalam satu 

perawat menangani 3-4 pasien balita, namun setelah adanya konflik yang terjadi 

satu perawat dapat menangani hingga 20 balita akibat kekurangan tenaga medis. 

Hal ini menimbulkan anak-anak yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan 

menjadi terlantar karena tidak ditangani, bahkan menimbulkan korban jiwa.53 

Konflik yang terjadi antara Taliban dan pemerintahan Aghanistan menimbulkan 

banyak korban jiwa, termasuk anak-anak. Menurut laman website UNAMA selama 

pertengahan tahun 2021 sebanyak 460 anak meninggal dunia, serta lebih dari 500 

anak-anak mengalami luka-luka akibat konflik ini. Konflik yang terjadi juga 

menimbulkan lebih dari satu juta anak terancam meninggal dunia akibat kelaparan 

dan kekurangan gizi.54 

                                                           
51 Taliban rebut sejumlah wilayah di Afghanistan, kekerasan terhadap anak meningkat, bbc.com, 

2021, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58154306 (Diakses pada 09 Januari 2022). 
52 Akibat Konflik, Lebih dari 634.000 Warga Afghanistan mengungsi, Beritasatu.com, 2021, 

https://www.beritasatu.com/dunia/828505/akibat-konflik-lebih-dari-634000-warga-afghanistan-

mengungsi (Diakses pada 09 Januari 2022). 
53 Memprihatinkan! 2.000 Fasilitas Kesehatan Ditutup di Afghanistan, Detik.com, 2021, 

https://news.detik.com/internasional/d-5748331/memprihatinkan-2000-fasilitas-kesehatan-ditutup-

di-afghanistan/2 (Diakses pada 10 Januari 2022). 
54 United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), https://unama.unmissions.org/ 

(Diakses pada 09 Januari 2022). 

https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58154306
https://www.beritasatu.com/dunia/828505/akibat-konflik-lebih-dari-634000-warga-afghanistan-mengungsi
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https://news.detik.com/internasional/d-5748331/memprihatinkan-2000-fasilitas-kesehatan-ditutup-di-afghanistan/2
https://news.detik.com/internasional/d-5748331/memprihatinkan-2000-fasilitas-kesehatan-ditutup-di-afghanistan/2
https://unama.unmissions.org/
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan 

Anak Sebagai Korban Dalam Konflik Bersenjata Di Afghanistan Menurut 

Konvensi Jenewa 1949” ini yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan 

penelitian yang dilaksanakan berlandaskan bahan hukum utama atau data sekunder 

dengan metode menelaah dan meneliti konsep-konsep, asas-asas, dan teori-teori 

hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum tertulis lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dapat disebut pula pendekatan 

kepustakaan yang menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta 

dokumen lain sebagai sumber sehingga tidak perlu adanya mencari data langsung 

ke lapangan. Penelitian ini menggambarkan mengenai pengaturan Konvensi 

Jenewa 1949 dalam mengatur perlindungan anak sebagai korban dalam konflik 

bersenjata serta penerapan Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan anak 

sebagai korban dalam konflik bersenjata di Afghanistan. 

 

B. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan penelitian dilaksanakan untuk 

menggambarkan bagaimana kondisi objek atau suatu peristiwa secara fakta yang 

terjadi untuk dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang dapat diberlakukan secara 

umum.55 Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah 

yang ada didalam masyarakat atau kondisi-kondisi tertentu termasuk mengenai 

pandangan, sikap, hubungan, proses-proses yang sedang berlangsung, dan 

                                                           
55 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 

1986), Hlm. 3. 
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pengaruh dari suatu peristiwa. Sehingga dalam penelitian ini penulis akan 

mendeskripsikan secara normatif mengenai Konvensi Jenewa 1949 dalam 

mengatur perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata serta 

penerapan Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan anak sebagai korban 

dalam konflik bersenjata di Afghanistan. 

 

C. Pendekatan Masalah 

 Masalah dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian fakta yang terjadi di lapangan 

dengan yang diharapkan terjadi, lalu pendekatan masalah merupakan suatu proses 

penyelesaian suatu masalah menggunakan metode penyelesaian masalah. Menurut 

penelitian ilmu hukum terdapat lima macam pendekatan masalah, antara lain:56 

1. Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang menggunakan 

cara mengkaji suatu masalah melalui perspektif peraturan perundaang-undangan 

yang terkait dengan masalah tersebut. 

2. Pendekatan Kasus adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan cara 

mengkaji sebuah isu berdasarkan pencarian atau penelusuran mengenai hukum 

atau pencarian dasar seorang hakim dalam memutus perkara (Legal Reasoning) 

di pengadilan. 

3. Pendekatan Historis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji 

suatu masalah melalui latar belakang masalah tersebut. 

4. Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menggunakan pendapat-pendapat dan doktrin-doktrin para sarjana hukum 

terkemuka. 

5. Pendekatan Komparatif yaitu pendekatan yang dilakukan menggunakan 

cara perbandingan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap 

wilayah yang berbeda. 

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dimana langkah-

langkah pendekatan masalah dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Menentukan pendekatan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian. 

                                                           
56 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 133-135. 



44 
 

 
 

2. Identifikasi pokok pembahasan (topical subject) melalui rumusan masalah 

serta terdapat sub pokok pembahasan (sub-topical subject) berdasarkan pokok 

bahasan dari identifikasi akhir. 

3. Pengumpulan, pengolahan, dan penganalisisan data terkait penelitian. 

4. Hasil penelitian dibahas di dalam Bab IV Pembahasan skripsi ini. 

5. Kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi. 

 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan undang-

undang yang mengkaji mengenai bagaimana ketentuan dalam Konvensi Jenewa 

1949 mengatur perlindungan anak sebagai korban dalam konflik bersenjata dan 

bagaimana penerapan Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan anak sebagai 

korban dalam konflik bersenjata di Afghanistan. 

 

D. Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Pengolahan Data 

1. Sumber Data 

 Pada sebuah penelitian, sumber data yang didapatkan dari sebuah penelitian 

dibedakan menjadi dua yaitu, data yang bersumber langsung dari masyarakat (data 

lapangan) dan data bersumber dari kepustakaan. Pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan masalah normatif, maka sumber data yang dipakai berasal dari sumber 

data sekunder. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, meliputi 

buku-buku, hasil-hasil penelitian, maupun hasil karya dari pihak berkaitan dengan 

penelitian yang dipilih. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Bahan 

hukum primer yang dipakai dalam skripsi ini adalah Konvensi Jenewa IV 

1949 yang merupakan konvensi tentang Perlindungan Penduduk Sipil di 

Waktu Perang dan Protokol Tambahan I & II Konvensi Jenewa 1949 Tahun 

1977. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih rinci 

bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian 
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ini berupa buku-buku, jurnal, makalah, artikel, website, pendapat para ahli, 

dan karya ilmiah mengenai anak korban konflik bersenjata. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berisi petunjuk dan juga penjelasan 

terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum 

tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) dan kamus ensiklopedia. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan adalah sebuah kegiatan berupa menggabungkan informasi yang 

relevan terkait topik permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. 

Informasi-informasi ini didapatkan dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, 

tesis, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk 

menemukan permasalahan yang digunakan untuk diteliti, mencari informasi yang 

relevan terkait permasalahan, mencari dan mengkaji teori-teori dasar terkait 

penelitian, serta memperdalam pengetahuan peneliti mengenai permasalahan yang 

diteliti. Kegiatan studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini 

mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Menentukan sumber data sekunder yang hendak digunakan, seperti 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, catatan-catatan 

hukum, dan juga literatur-literatur di bidang ilmu hukum. 

b. Mengidentifikasi data-data sekunder yang dibutuhkan, yaitu dengan 

memeriksa dan memahami bahan hukum. 

c. Menghimpun data yang relevan dengan rumusan masalah yang digunakan 

dalam penelitian. 

d. Mengkaji data yang sudah terkumpul untuk menentukan data yang memiliki 

relevansi dengan keperluan dan rumusan masalah. 

3. Pengolahan Data 

 Proses pengolahan data memiliki tujuan agar saat data sedang dianalisis dalam 

suatu penelitian dapat ditemukan rumusan masalah dan perumusan hipotesis. 
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Pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan pengolahan data kualitatif. 

Pengoalahan data kualitatif memiliki tiga tahapan antara lain:57 

a. Pertama, dengan cara reduksi data yaitu dengan menyeleksi data-data secara 

lebih rinci dalam lingkup yang lebih sempit terkait dengan rumusan 

masalah. 

b. Kedua, dilakukan penyajian data dan mengorganisir data-data yang telah 

direduksi dengan menarik beberapa faktor yang saling berhubungan yang 

logis sehingga didapatkan sebuah pemaparan informasi yang mudah 

dipahami. 

c. Ketiga, yaitu dengan penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah 

disediakan, sehingga dapat diketahui jawaban akhir atau makna secara 

keseluruhan dari data-data tersebut. 

 

E. Analisis Data 

 Sesudah dilakukan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu analisis data yang 

dilakukan dengan cara menganalisis sejauh mana data yang sudah diolah tersebut 

dapat diterapkan dalam kenyataan yang saat ini terjadi. Teknik analisis data 

merupakan bagian terpenting agar data yang sudah dikumpulkan dapat 

dipertanggungjawabkan dan dapat menjawab serta memberikan solusi dari 

permasalahan yang terjadi. Analisis data yang digunakan pada penelitian hukum 

umumnya dilaksanakan menggunakan analisis data kualitatif. Terkait hal ini, 

sehingga data yang harus disertakan dalam penelitian ini adalah mengenai 

penafsiran isi Konvensi Jenewa 1949 terkait perlindungan anak sebagai korban, 

serta penerapannya mengenai perlindungan anak sebagai korban dalam konflik 

bersenjata di Afghanistan. 

 

                                                           
57 Mudjia Rahardjo, Studi kasus dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya, (Malang: 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan beserta uraian fakta yang telah dijabarkan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Perlindungan anak dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter 

Internasional diatur pada Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang 

Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu perang, serta Protokol Tambahan I 

& II Tahun 1977 mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata 

internasional dan non-internasional. Konvensi Jenewa IV 1949 dan 

Protokol Tambahannya memuat beberapa aturan antara lain, Pasal 14 

Konvensi Jenewa IV mengenai memberikan rasa aman bagi anak-anak, 

Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV tidak melakukan tindakan kekerasan 

terhadap anak-anak, serta dalam Pasal 24-25 Konvensi Jenewa IV dan Pasal 

4 Ayat (3) Protokol Tambahan II mengenai memberikan bantuan yang 

dibutuhkan anak-anak antara lain, dalam hal pendidikan, fasilitas-fasilitas 

kesehatan, sarana komunikasi, menyediakan tempat bermain, dan tempat 

pengungsian yang memadai. 

 

2. Pada penerapan Konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan 1977 

tidak diimplementasikan oleh para pihak yang terlibat konflik, baik pada 

Periode tahun 2001-2020 yaitu Amerika Serikat dan Taliban maupun pada 

periode 2021 yaitu Pemerintah Afghanistan dan Taliban. Hal ini dapat 

terlihat dengan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

mengenai penghormatan dan penerapan Konvensi Jenewa IV 1949, hak-hak 

yang seharusnya diperoleh anak-anak yaitu dalam bidang pendidikan, 
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kesehatan, pelaksanaan ibadah, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan 

perlindungan dan tempat yang aman (safety zone), serta hak untuk mengirim 

dan menerima kabar anggota keluarga lain. Namun disamping itu pihak-

pihak eksternal yaitu organisasi-organisasi internasional antara lain, United 

Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), International 

Committee of the Red Cross (ICRC), dan United Nations International 

Children’s Emergency Fund (UNICEF) telah melakukan penerapan 

mengenai perlindungan anak terhadap Konvensi Jenewa IV 1949 dan 

Protokol Tambahannya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan di atas, dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, yaitu Amerika Serikat, 

Pemerintah Afghanistan, dan Taliban seharusnya melaksanakan ketentuan 

yang terdapat di dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol 

Tambahan 1977. Meskipun dalam hal ini Amerika Serikat belum 

meratifikasi Protokol Tambahan I Tahun 1977, terlepas pada hal tersebut 

ketentuan dalam protokol ini telah menjadi bagian dalam hukum kebiasaan 

internasional, sehingga setiap negara yang bermartabat tentu akan 

mematuhinya. Pelaksanaan ketentuan dari aturan tersebut dapat dilakukan 

dengan cara Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 

lebih aktif dalam pemeliharaan kedamaian dunia dengan memberikan sanksi 

secara tegas kepada negara-negara terlibat konflik bersenjata di Afghanistan 

yang melanggar ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 

1977. 

 

2. Perlunya diadakan sosialisasi yang diasosiasikan oleh berbagai organisasi-

organisasi internasional dibidang kemanusiaan mengenai Hukum 

Humaniter Internasional secara keseluruhan sehingga prinsip-prinsip dan 

asas-asas yang termuat di dalam Hukum Humaniter Internasional dapat 

dilaksanakan dan diterapkan.
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